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JAWABAN QUESTIONER

1. Terdapat penyimpangan luas pemukiman s/d tahun 2004 :

 Faktor penyebab peningkatan luas pemukiman antara lain :

a. Disebabkan kebutuhan penduduk yang cukup tinggi yaitu :

 Masih banyak penduduk tinggal pada bangunan tidak layak huni atau

tinggal di kamar sewaan atau rumah kontrakan.

 Kebanyakan lahan masih berstatus tanah adat yang hak

penguasaannya masih dipegang oleh kepala waris, tanah tersebut

belum dibagi kepada kaumnya.

 Perwujudan Kota Padang Pajnang sebagai kota pendidikan

mengandung konsekwensi timbulnya pertambahan jumlah penduduk

tidak tetap yaitu siswa yang menetap 5 hari dalam seminggu, namun

mereka membutuhkan tempat tinggal untuk berlindung dan istirahat.

 Kultur masyarakat Minangkabau yang suka merantau juga dapat

menjadi penyebab peningkatan penggunaan lahan untuk pemukiman,

terutama mereka yang beruntung usahanya, membangun rumah di

kampung halaman untuk tempat berkumpul dan menginap ketika

pulang di waktu lebaran dan hari libur sekolah/nasional lainnya.

b. Pelaksanaan Otonomi Daerah dengan pemberlakuan UU No. 22 Tahun

1999 tentang Pemerintahan Daerah, membawa perubahan yang sangat

besar terhadap kemajuan pembangunan daerah, kewengan

pembangunan yang sebelumnya berada pada Pemerintah Pusat dan

Provinsi diserahkan penyelenggaraannya ke daerah.

c. Dalam menyikapi pelaksanaan Otonomi daerah tersebut Pemerintah Kota

menyusun Propeda Tahun 2001 – 2005 (Perda No. 11/2001),

diantaranya prioritas pembangunan Pemukiman yang bertumpu pada

inisiatif penduduk dan pencanangan Padang Panjang Kota Pendidikan.

d. Substansi RTRW sendiri juga ada kelemahan karena analisis kebutuhan

dilakukan atas darar data yang invalid, seperti memprediksikan jumlah

penduduk dengan tingkat pertumbuhan 0,29 % sesuai kondisi

sebelumnya.



 Kota Padang Panjang memiliki luas wilayah yang terbatas, dan hanya

sekitar 21 % lahan yang efektif untuk dibangun ( kemiringan 0 – 15 %),

akibatnya penduduk yang hanya memiliki lahan yang peruntukannya

untuk pertanian basah, terpaksa memanfaatkan lahan tersebut untuk

bangunan rumah tinggal, pembangunan seperti ini cukup banyak terjadi

dan pada umumnya tidak memiliki IMB.

Contoh : Pembangunan Real eastet tidak ada dalam rencana RTRW, hal itu

disebabkan keterbatasan lahan tersedia untuk pengembangan

pemukiman, namun dapat direalisasikan meskipun dalam jumlah

terbatas : seperti ; Perumahan Perbukitan Teduh di Kelurahan Koto

Panjang, dibangun secara berjenjang dengan meratakan sebagian

lahan yang miring.

Pembangunan perumahan/pemukiman pada lahan yang peruntukannya

bukan umtuk pemukiman :

o Hal itu antara lain disebabkan :

 Lemahnya penerapan hukum.

 Keterbatasan lahan untuk pembangunan sehingga timbul tekanan

penduduk untuk meningkatkan kesejahteraannya.

o Contoh : Pemukiman penduduk tanpa izin pada lahan GOR Bancah

Laweh di Kelurahan Koto Panjang.

2. Luas lahan untuk Pendidikan juga melebihi rencana :

 Penyimpangan jumlah TK berkemungkinan disebabkan kesalahan

interpretasi data yang melakukan analisis berdasarkan jumlah anak umur

0 – 4 tahun.

 Perubahan pada jumlah SD, SLTP dan SLTA antara lain disebabkan :

o Terjadi lonjakan jumlah calon murid setiap tahunnya yang sebagian

besar berasal dari penduduk Hinterland (Kab. Tanah Datar dan

Padang Pariaman).

o Tambahan alokasi sekolah dari Pemerintah Propinsi (SMA 2)

o Perwujudan Citra Kota Padang Panjang sebagai Kota Pendidikan

Bernuansa Islami, mengandung konsekwensi perlunya peningkatan

sarana dan prasarana pendidikan dan peningkatan mutu pendidikan

di Kota Padang Panjang.



Contoh pembangunan sekolah yang tidak ada dalam rencana :

- Pembangunan MAN Balai-Balai pada tahun 1996 perencanaan dan

pembangunannya dilakukan oleh Departemen Agama, daerah

memfasilitasi dalam penyediaan lahan.

3. Cara Mengatasi terjadinya penyimpangan sehingga RTRW berjalan sesuai

fungsinya.

- Melakukan validasi data sebagai bahan dasar untuk mendapatkan hasil

analisis yang akurat.

- Melakukan analisis secara konprehensif melibatkan berbagai stakeholder

dan tenaga ahli dengan berbagai disiplin ilmu, sehingga mampu menggali

dan mengembangkan segala potensi dan optimis menetapkan target ke

masa depan.

- Penerapan sangsi hukum secara konsisten terhadap pelanggar RTRW

baik terhadap para pelaku pembangunan yang melanggar maupun

Pejabat yang menerbitkan izin pada lahan yang tidak sesuai

peruntukannya.

4. Penyusunan RTRW 1994 – 2004 disusun berdasarkan analisis faktor internal

dan eksternal, namun pengerjaan analisisnya kurang maksimal. Proses

penyusunan ada melibatkan perwakilan masyarakat, namun dalam kapasitas

yang masih terbatas, terutama disebabkan keterbatasan penguasaan

terhadap substansi pembahasan RTRW itu sendiri.

5. Selama ini RTRW tetap dijadikan acuan dalam perencanaan pembangunan

yang dilaksanakan, penyimpangan yang terjadi tidak dapat dihindari

disebabkan tuntutan perkembangan yang diluar kendali daerah terutama

karena adanya perubahan dalam pembagian kewenangan pemerintah.


